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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI “D” NOMOR 22

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN SIMALIINGUN
NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

" PEMBENTUKAN MAUJA NAGORI DI KABUPATEN

' SIMALUNGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN

. .a. bahwa scbagai pelaksanaan pasal 104 Undang-undang momor 22
tahun 1999 dan Pasal 42 Keputusan Menteri Diam Negeri Nomor 64
tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
dipandang perlu untuk menetapkan Pengaturan tentang Pembentukan
Maujana '

¢. hahwa untuk maksud tersehut diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 ontang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatora
Utara ( Lembaran Negars Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092),

2. Undung-wading Nomor 22 . Tabun 1999 lentang Pemerintalun
dacrah ( Tembaran Negara Tashun 1999 Nomor 60 Tambsahan
Lembaran Ncgara Nomor 3839);

3. Pmtnraﬁ Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
femerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Utonom;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tontang Susunan
Organisasi  Departemen Dalam Negeri sehagaimana teleh diuhsh

teraklis dengan Keputusan Prosiden Nomor 27 Tahun 1999,

5. Kcputusan Dresiden Nomor 44 fahun 1999 tentang Tehnis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dab bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

6. Pesiwran Meuteni Dalon Negeri Nomor 4 taliun 1999 tenlung
Pencabutan beberapa Peratoran Menteri Nalam Nogeri, Keputusan
Monicri Dalam Nogeri dan Instruksi Montcri Dalam Negerl mengenai
pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 teniang
Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Pomycsuaian Perisiilahan Dalam
Penyelonggaraan Pemerintahan Neaa dan Kehirahan;

8, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARITPATEN SIMATLTUINGIIN

Menetapkan : PERATURAN DAFRAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG

PEMBENTUKAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN
SIMALUNGUN
BAB 1
KERENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

d.

«©

h.

Dacrah adalah Kabupaien Simalungun
Kepala Daciah adalali Dupati Siinalungun.
Pemcrintah Dacrzh adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.

Nagori adalah Kesatuan Magyarakat Hukum yang memilili wewenang untuk mengatur  dan
mengurus  kepentingan masyarakat setempal yang diakui daiam system Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori

Maujana adalah wadah kemasyarakatan vang terdapat dikalangan masyarakat adat
Simalungun yang terdiri dari tokeh Adat, Tokoh Mayarakat, Agama, Budaya dan merupakan
Badan Perwakiian daiam kehidupan Budaya dan Adat Istiadat,

Pemerinlahan Nagori  adalah Kegiatan Pemeninlah yang difaksanakan Pemeriniah  Wagoni
dan Maujana Nagori. _

Maujana Nagori adalah Badan Perwakilan yang terdini dari pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di Magori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagori
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta metakukan pengawasan terhadap
penyelenpparaan Pemerintahan Nagori

Kepala Nagori adalah Panguin,
Tungkat Nagori adalah Unsur Staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), unsure pelaksanaan tehnis
lapangan dan unsur wilayah bagian Nagor yaits Iluta yang dipimpin olch Gamot yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Peraturan Nagori adaiah semua Peraturan Nagori yang ditetapkan oich Panguiv dan teiah
mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.,
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‘1. Keputusan Pangulu adalah semua Keputusafi yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan
Nm@h_%?@d&hmwmmgm

BAB I
PEMBENTUKAN

Paral ?

Tujuan  Pembentukan ‘Maujana Nagori adalah memperkuat Pemerintahan Nagori serta
merupakan wa ~.aunmkmclaksamkmDmnh‘asiberdasarkammﬂadiNngmi.l

Pasal 3

(1) Panbeniukan Maujuns Nagoni demgan Keanggolsan & musyaw:ashkan /dimufukation olch
Pangulu dan Pemuka-pemuka masyarakat Nagori yang bersangkuran

(2) JumlahAnggouMaujamNagondummkmberduutmmthmdudukNagmymg
bersangkutan dengan ketentuan :

Jumlah Penduduk sampai dengan 1500 jiwa 5 orang anggota
1501 ; jlwasdmpau dongan 2000]1\\*47 orang angEola.

2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa 9 orang angpota

2501 jiwa sainipai deigan 3000 jiwa 11 orang anggota
Lebih dari 3000 jiwa 13 orang anggota.

oo P

(3) Jumiah Angpota Maujana Nagor scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam
Keputusan Pangulu

- Pasal 4

Untuk menjadi Anggota Maujana Nagori adalah Penduduk Nagori, warga Negara chuhlik
Indoncsia dengan syaiat-syarat ;

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

c. Tidak pernah teﬂihat langsung atan tidak langmung dalam kegiatan menghianati Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945, G305/PKI dan atau Organisasi teilarang lainnya.

d. Berpendidikan sckumng—huangnya Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau
berpengetahuan sederajat.

¢. Berumur sckurang-kurangnya 25 Tahun.
{. Schat Jasuua Gain Roisani.

g N}'ata-ﬁyata tidak tcrganggu jiwa/ingatan.
Berkelakuan baik, jujur dan adil |

-



i. ‘lidak pemnah di hukum penjara kirena melakukan tindak pidana.

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarskat di Nagon setempat.
I. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Maujana.
m. Memenuhi syaraf-syarat Jain yang sesuai dengan adat wshadat yang diatur dafam Peraturan
Daerah,
Pasal 5
Anggota Maujana Nagori dipilih dari calon-calon yang diajukan olch kalangan adat, agama,

organisasi Sosial Politik gabungan profesi dan unsur pemuka masyarakat Jainnya yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daersh ini.

BAB III |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Mawjaiia Naguti scbagai Badau Forwakilain Nagoii muciupakain waliana untuk melaksanakan
Demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) Maujana Nagori berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemenintah Nagon.

Pasal 7
(1) Maujana Nagori mempunyai fungsi :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagori
yang bersangkutan sepanjang menunjang pembangtm

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagori bersma-sama Pemerintah
Nagori.

c. Poigawasan yaitu meliputi = pengawasan terhadap pelaksanaan Peratoran Nagoii
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori serta Keputusan pangulu.

d. Menampung aspirasi masyarakat vaitu mengangani dan menyalurkan aspirasi vang
diterima dari amsyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi Maujana Magori scbagaimana dimaksud dalam ayat (l) ditetapkan dalam

Purstuan Tata Teriib Maujana WNagon



Pasal 8
(1) Bentuk KepengmusanijamNagoﬁyﬁngterdiﬁdaﬁ :
a lephanMaujanaNagontordaﬁdemdeakﬂKema

b. Wakil Ketua achagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini acbmyak—hmyakrlya 2 (dua)
orang sesuai dengan jumiah Anggota Maujana Nagoii.

¢. Pimpinan Maujana Nagori sebagaimsna dimaksud dalam aynt (1) huref o pasal ind

dlmhhdandananggommulanaNagonmaralmmdalammpatMmmNm
yang diadakan secara khusus.

d, Rapat Pemiliham Pimpinan Maujana Nagori untuk pertama kalmya dipimpin oleh
Anggola ieriva dibantu anggola icrmuda.

(2) Dalam pclaksanaan tugasnya, impinan Maujana Nagori dibantu olch Sckrotaris Maujana
Nagori.

(3) Sckretariat Maujana Nagori dipimpin olch sekretaris Maujana Nagoﬁ dibantu oleh staf sesuai
dengan ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Nagori atas persetujuan Ptmpmm Maujana
~ Nagori dan bukan diangkai dari Tungkal Nagori.
Pasal 9

(1) Anggota Maujana Nagori berhak menerima uang sidang dengan ketenmanfkmmpuan
keuangan Nagoni

(2) Uang sidang Anggota Maujana Nagnn schagaimana dimaksud dalam 8yat (1) pasal ini
ditctapkan sctiap Taltun Anggaran Pendapatan dan Belungs Nagon.

Pasal 10

(1) Untuk keperiuan kegiatan Maujana Nagori discdiakan biaya sesuai dengan kemampuan
keuangan Nageri yang dikelola cleh Sekretariat Maujana Nagori.

: (?) Riaya schagaimana dimaksnd dalam  ayat (I) pasal ini ditetapkan setlap tahun Angg,mm _
~ Pendapatan dan Delanja Nagori.

Pasal 11
Anggota dan Pimpinan Maujana Nagori tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Panigulu din
Tungkat Nagori. ‘
BAD IV
PEMILIHAN ANGGO1A MAUJANA NAGORI
Pasal 12
(1) Bakal Calon nama-numa anggota Maujima Nagun yung akan dtpihh dant telah memenuhi

persyaratan sehagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetnpl:im menjadi
Calon anggota Maujam Nagori-dalam surat Keputusan Pangulu,
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(2) Nama-nama calon yang telah ditetzpkan sebagmmm dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
disampaikan kepada yang bersangkutan. '

(3) Pangulu bersama-sama dengan kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Gabungan
profesi dan unsure pemuka masyarakat mengadakan rapat musyawarah/mufakat untuk
menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori.

Pasal 13

(1) Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Anggota
Maujana Nagori yang dipimpin oleh Pangulu dibantu olehSckretaris Nagori dengan dihadiri
para calon Anggota Maujana Nagori, Tungkat Nagoti, Lambaga Kemasyarakatan dan
Pemuka-pemuka masyarakat.

f2) Pemilihan Calon Anggota Maujana Nagori dilaksanakan secara musyawaral/mufakat.

(3) Pada saat Pemilihan Anggota Maujana Nagori dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih |

harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pemilihan.
BAB V
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAUJANA NAGORI]
Pasal 14

(1) Setelah pelaksanaan Pemilihan Anggota Maujana Nagori sclesai, Pangulu membuat dan
menanda tangani serta membacakan Berita Acara Pemilihan.

(2) Dalam hal Pemilihan Anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal -

ini , maka untuk menctepkan calon terpilih Pangulu Menetapkannya dalam Keputusan
Pangulu dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan.

' (3) Keputusan Pangulu scbagaiamna dimaksud  dalam ayat (2) Pasalnndmampalkmkepadl |

Kepala Daerah dan tembusannya kepada Camat,

BAB VI
PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 15

(1) Hasil Pemilihan Anggota Maujana Nagori dan bentuk kepengurusan Maujana Nagori

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan dacrsh ini disahkan oleh Kepala Daerah

dengan ‘menerbitkan Keputusan chala Dacrah tentang pengangkatan scbagai Anggota
Maujana Nagori.

(2) Keputusan Kepala Dacrah scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal |

Pelantikan,

(3) Kepada Calon terpilih yang diangkat scbagsi Anggots Maujana Nagori pada saat pelantikan

diberikan petikan dari Keputusan Kepala Daerah. -
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(4) Anggota Maujana Nagori yang bersangkutan dilantik olch Kcpala Dacrah atau pejabat
dihunjuk. ‘

(5) Pada saat Pelantikan sebagaiamna dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini Anggota Maujana
Nagori yang bersangkutan bersumpah dan ateu berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan

Kepala dacrah aiau pojabat yang dibunjuk uniuk ilu dan dibadin oich Tungkal Nagori dan
 Permika-pemuka Masyarakat Nagori setempat. :

Pasal 16

(1) Pelantikan Angoota Maujana Nagori dilakeanakan tepat pada akhir mara keangpotasn
Maujana Nagori yang bersangkuian dan ditetapkan scbagai tanggai pelantkan .

(2) Apabila pclaksanaan Polanikhan Anggols Maujuna Nagori jaivh pada huni Bbur, ks
pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutniya atau sehari sebelum hari libur.

Pasat 17

(1) Anggota Mau_)an.a Nagori adalah mereka yang direamikan keanaotaamya melnhu
Sumpah/Janji vich Kepala Dacran aiau pejabal yang dihunjuk..

(2) Anggota Maujana Nagori yang belim diambil sumpali/janji scbagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dan Anggota Maujana Nagori pengganti amtar waktu diambil smnpah/janji oleh
Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

(3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Angpota Maujana Nagori adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpahvbetjanji bahwra saya akan memenvhi kewajiban saya
selaku angpolas Maujana Wagou dengan scbaik-baiknya, scjuju<jujumys dan scadil-adipys;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila schagai
Dasar Ncgara, dan bahwa saya akan moncgakkan kohidupan Demokrasi dan Undang-undang

Dassar 1945 scbagai Konstitusi Nepara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang
berlaky di Mageri, Daerah dan Megura Flesatuan Republik Indonesia.

TUIGAS AN WFW'FNANG HAE?’E\N‘EFWA IIBAN MATITANA NAGORT
Pasal 18
Datam menjalankan Fungsinya Maujana Nagori mempunyai tugas dan wewenang -:
a. Membahas rancangan Perawran Nagori bersama-sama dengan Panguiu, |

b. Melaksanakan Penvalonan dan pemniliban Pangule dan kedudukannya scbaga r‘mggula
Panitia Pemilihan Pangulu.

¢. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Nagori yang bersangkutan.
d. Memberikan FPertimbangan terhadap calon Tungkat Nagori yaitu unsur staf dan kepala
prusan, unsur pelakyana (vrusan pamong tani Nagori) dan urusan lﬂ'amanan serta unsur

wilayah pembaniu Pangulu di Wlldydh bagian Nagor/Gamol.

¢. Menilai keterangan Pertanggung jawabain Pangulu.
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f. Menilai pelaksanaan Peraturan Nagori
g Memnyampaikan saran/pertimbangan pada Pangulu,

Pasal 19
(1) Hak Maujana Nagori :
a. Menjadi Panitia Pemilihan Pangulu
b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat Maujana Nagori
¢. Monilai Keterangan Pertanggung Jawaban Pangulu,

(1) Kewajiban Maujana Nagori ;

a. Menghadiri Rapat.

b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat,

¢. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat Nagori.

d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang, adat
istiadat dan kondisi Sosial budaya dalam masyarakat Nagori.

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 20

Anggota Maujana Nagori dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang
merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Nagori dan Masyarakat Nagori.

BAB IX
MEKAMISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB
MAUJANA NAGORI

Pasal 21

(1) Rapat Maujana Nagori diadakan dalam rangka penetapan Peraturan Nagori yang mengatur
mengenai pungutan Nagori, yang bersifat Insidentil, Pemilihan Pangulu, penyamapaian
Pertanggung Jawaban Pangulu dan keb{jakan Pangulu lainnya.

(2) Penentuan waktu rapat Maujana Nagori sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau
menurut kebutuhan,

(3) Rapat Maujana Nagori dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Maujana Nagori

(4) Dalam hal Panguly memberikan Pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh Ketua dan atau
Wakil Ketus dibantu Sekretaris Maujana Nagori dan dihadiri oleh Anggota Maujana Nagori,
Tungkat Nagori dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk scbagai Anggota
Maujana Nagori, berfungsi scbagai peninjau.
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 Pasal 22 |
Dalam hai pelaksanaan rapat Maujana Nagori diatur sebagai berikut :

~a. Sebelum rapat dimulai, setiap anggota Maujana Nagori wajib menanda tangani daftar hadir
yung tolah discdiaken . : _

b. Rapat dimulai dan dibuka olch Pimpinan rapat juka daftar hadir tolah ditandatangani oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. .

¢. Anggota yang ielah menanda tangani daftar hadir apabila akan meningalkan ruangsn rapat
harue mendapat ijin dari Pimpinan rapat dengan tidak mengpangpu jalannya rapat.

Pasal 23

(1) Pada waktu yang tclah ditctapkan untuk pombukaan rapat, jumlah anggota yang ditcntukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 hurut' b Peraturan Dacrah ini  belum juga tercapai,

pnnpinanmengundurkmmpatpalinglamal(sam)jm. - o

(2) Wakiu pengunduran scbagaimana dalam ayat (1) pasal ini, belum juga tercapai, pimpinan
rapal sciclah mengkonsullasikannya dengan unsur pimpinan Maujans Nagori meneniubum
waktu untuk mengadakan rapat herikutnya aclamhat-lamhatya 1 (tiga) hari netelah rapat
pertama.

(3) Apabils maksud ayat (2) pasal ini tidak dapat tercapai maka pimpinan rapat memutuskan
melanjutkan rapat dengan tidak memepertunbangkan jumiah anggota vang hadir. - .

Pasal 24

(1) Sesudah rapat dibuka , Sckretaris Maujana Nagori/ Anggota Maujana Nagori schagsimana
dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Dcraturan Dacrah ini mombacakan susunan rapat untuk
~ meminta persetujuan oleh Anggota vang hadir. o

(2) Apabila susunan acara rapat schagaimana dimaksud dalam ayst (1) pasal ini, tolsh disseujul
oleh Anggota yang hadir maka rapat dilanjutkan,

(3) Snsnnan acara rapat sehagaimana di makaud ayat (7) paal ind dapat dinthab atan pernetisjiian
anggota yang hadir.
Pasal 25

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk menjolaskan pokok-
pokok permasalahan yang akan di bahas.. -

(2) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat dan
pembicaraan tidak bolch diganggu sclama yang bersangkutan masih borbicars dalam batas
waktu yang telah ditentukan dmudakmenvmpmgdmpokokpmnnmhmymﬁbahn .

3) Pembicaraan Mmengenai sesuam masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap kecuali rapat
menentukan lain, - _ . o

(4) Apahila Pembicaraan telah dilampaui waktu yang telah ditentukan schagaimana _dimaksud
ayat (2) pasal ini Pimpinan rapat harus memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraannya,
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Pasal 26

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menentukan jumiah Anggota dalam setiap
lahap dan lexlebih dahuju mencalal namanys. _

(2) Uritain pembicaraan ditentukan beidasarkan pencatatai scbagainana diimaksud dalam ayat
(1) pasal ini. :

(3) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yati,. dibahias i.ak b orkenankan.

(4) Apabila Pembicaraan menyimpang dari poko masalah yang dibalias, pimpinan rapat
memperingatkan supaya pembicara kembali kepada pokok permagalahan

Pasal 27

(1) Apabila Pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan
mengpangpu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai
dengan Peraluran Perundang-undangan yany beriaku, maka pimpinan rapal memperi
supaya pembicara tertih kembhali

(2) Dalam hal terjadi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pimpinan rapat memberikan
cescmpatan  kepada pembicars untuk meralat  kembali perkataan-perkataan  yang
mengakibatkan dia diberi peningatan dan jika 12 mempergunakan kesempatan tersebut maka
perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara dan diangpap tidak pemah
dincapkan.

(3) Apabila soscorang porabivara bdak memenuin peningaisn Paopman - vapal schagairnana
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Pimpinan rapat menghentikan vang bersangkutan untuk

A

mcncruskal poRibICaraaniiya.

Pasal 28
(1) Dalarn keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraiuran Dacrah ini dapai diaiasi

apahila dianggap perln Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 jam setelah

P [ T Y g

Py = PR STy ) e T Ty ——= <
mcndcng,m peitiiiivaigail Uinsui piinpuaii Tviaq,.um iNagorl.

(2) Dalanm hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuka kembali, pimpinan

rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.
Pagal 29

(1) Dalam hal Mimpinan rapat borpondapat bahwa pambahasan masalah tclah dianggap cukup
maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.

(2) Pokok-pokok kesimpulan rapat scbagaimana dalam ayat (1) pasal ini atas dasar
mueyawarah mufakat ditetapkan sehagai keputusan rapat,
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(3) Setalah kepufisan rapat dibacakan Sekretaris Mauwjana Nagori scbagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal ini dan diterima dalam musyawarah/mufakat maka rapat Maujana
Nagori dianggap telah selesai untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan rapat.

Pasal 30

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari selesai rapat, Sekmans Maujana Nagori dan Anggota
Maujana Nagori scbagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah ini
segera menyusun Berita Acara Rapat yang memuat :

Hari, Tanggaldantemﬁatupat.

Acara Rapat.
Daﬁarhadmanggotadanpemmaumpat.
Pokok-pokok masalah yang dibahas.
Poko-pokok hasil pembicaraan pars anggota.
Pokok-pokok keputusan rapat

(2)BmAcmrapusebagnmmndimnhudddm3ya(l)pasﬂhﬂdﬁuﬂmm
penetapan kebijakan sclanjutnya.
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BAB X
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
MAUJANA NAGORI

Pasal 31

(1) Pimpinan atau Anggota Maujana Nagori yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindak
pidana atas usul Pangulu dapat diberhentikan sementara.

(2) Pecmberhentian sementara ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Jika Pimpinan Maujana Nagori dikenakan pemberhentian sementara maka jabatan pimpinan

(4) Apabila berdasarkan Pemberhentian dari penyidik umum atau berdasarkan Keputusan
Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Pimpinan atan anggota yang bersangkutan
tidak terbukti melakukan perbuatan yang ditwiuhkan, maka Pangulu mengusulkan untuk
mencabut Keputusan Kepala dacrah teniang Pemberhentian sementara.

(5) Apabila berdasarkan Putusan pangadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan sedang pimpinan atau anggota yang bersangkutan meclakukan upaya banding,
maka 1 (sata) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud
belum selesai, pangulu mengusulkan agar pimpinan atau anggota yang bersangkutan
diberhentikan.
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Pasal 32

Pimpinan atan Anggota Manjana Nagori herhenti atan diherhentikan aleh pejabat yang
berwenang karena ;

Meninggal Dunia.

Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri

Berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik Pimpinan atau Anggota baru.

Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melangear Sumpah/Janji

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemndang-undancan
yang herlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagori.
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Pasal 33

Pemberhentian Pimpinan atau anggota Manjana Nagori schagaimana dimaksud dalam pasal 31
dilakukan ol¢h Kepala Dacrah atas usul Pangulu,

Pasal 34

Masa keanggotaan Maujana Nageri adalah § (lima) tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah
masa keanggotaannya berakhir.

BAB X1
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN MAUJANA NAGORI

Pasal 35

(1) Penggantian Anggota dan Pimpinan Maujana Nagori antar wakiu yang meninggal dunia atau
tidak lagi bertempat tinggal di Nagori vang bersangkutan, dilakukan oleh Pangulu sctelah 2
melalii Musyawarah denpan Manjana Nagori
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(2) Dalam hal Panguin borstatus Pejabat, maka scbagai pejabat tidak dibenarksn mengadakan
3) PcnggannmAngouauqupmmNagonubcgaimnudhmlmudddmayat&Ldﬂakukm
melatui Musyakvamh antara pejabat Pangulu yang borsangkutan bersama Maujana Nagori

dihadiri olehkahnganAdat, Agama, OrgamumPohﬁk, Gabmganprofmdmmurpemuka
masyarakat dari Tungkat Nagon

BAB Xl
I'INDAKAN PENYDM TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORI

" Pasal 36

'(I)deakan peuyid:‘kan whadap Anggota Maujans Nagori dilaksanakan setelah persetujusn
tertulis dari Kepala Dacrah,

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Tertangkap tanaan melakukan .tindak Pida_na kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih; dan

b. Dituduh melakukan undak pidana kejahstan yang diancam dengan hukuman mati;

(3)Sewhhmdakmpenndﬂmwbmmdnmhudaya(2)pasﬂmdﬂakukmhalmm
' dilapm‘kankepada Kepah Dacrahaslambat—hmbamya 2kah24,|am.

50 BAB xm
TINDAKAN Anmulsmm' TERHADAP ANGGOTA MAUJANA NAGORI

Pasal 37

(l)PmpmanauuAnggotamqu Nagonyangmelahikantugasnya schingga merugikan
Nemnmmmmnmmmmwwwm
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punbmhenhmsemmwamupemherhmgmudengmpaaurmmmdmg-mdmm
yangbeﬂaku.

(2) Pimpinan atau Anggota Maujana Nigo:i ymgmclakukmpcrbuatanymgbcﬂcnmm

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atay norma-norma yang hidup,_.;
“dan berkembang dalam kehidupar: W&Namiymghmmdmmdapatd&mkm '
undakanad:mnmmﬂwbempawgmpembnhmummmﬁmdmatmpemberhmﬁm'

oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 38

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota Maujmna Nagori yang tidak dapat menjalankan tugas, wowenang
dan kewajibanmys karcna sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya
sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka penggantiannya di h\iqiuk oleh Kepil'a
Dacrah untuk menjalan kan hak, wewenang dan kewajiban scbagai anggota Maujana Nagori.

(2) Apabila selama 6 (cnam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Pengujian Keschatan Pegawai
bahwa anggota atau pimpinan Maujana Nagori dimaksud belum dapat menjalankan tugas,

wewenang dan kewajibannya, maka Kepala daerah memberbentikan yang borsangkutan dari
keanggotaannya dan menetapkan anggota Maujana Nagori.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Hal-al yang befum cukup distur dalam peraturan dacrsh ini scpanjang mengenai tchnis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah

Pasal 40

Dengan berlakunya Perzmrandaerahmx, ﬁakasegahketenﬂmn?erat&mymgbemmmgm
dengan peraturan daerah ini dinyat+kan tidak berlaku lagi.
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Pasal 41
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